BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka

dapat ditarik simpulan bahwa:

1.

Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi
masyarakat di Kantor Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota
Gorontalo telah dilaksanakan dengan cukup baik namun persepsi masyarakat
atas hal tersebut masih kurang sesuai dengan harapan masyarakat. (1) Peranan
kepala kelurahan harus lebih adil bagi masyarakat, (2) Sekretaris kelurahan
harus melakukan penguatan yang intens bagi aparat kelurahan untuk
komitmen dan loyal dalam memberikan pelayanan, (3) Kepala urusan yang
menjadi kewenangan dari sekretaris kelurahan harus senantias memperhatikan
aspek perencanaan pembangunan baik sarana prasarana di dalam kelurahan
maupun sarana publik bagi masyarakat, dan (4) Kepala seksi masih harus
meningkatkan inisiatif dalam pelayanan administrasi bagi masyarakat
memperoleh bantuan sosial.

Pelayanan administrasi di Kantor Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo
Raya Kota Gorontalo masih belum memenuhi standar kualitas pelayanan yang
diharapkan masyarakat dalam menciptakan kepuasan atas pelayanan
administrasi. Pemerintah Kelurahan Talumolo hanya mampu memberikan
pelayanan yang cukup baik dengan ketersediaan sarana prasarana yang sudah

cukup memadai dan pemenuhan janji pelayanan yang seluruhnya gratis bagi
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masyarakat namun untuk sikap empati, kehandalan dalam pelayanan serta
daya tanggap masih belum sesuai progresnya untuk meningkatkan kepuasan
masyarakat atas pelayanan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas,
maka saran penelitianiniadalahsebagai berikut:

1. Pentingnya bagi Kantor Kelurahan TalumoloKecamatan Dumbo Raya
Kota Gorontalo untuk lebih giat dan bekerja keras untuk mencapai target
terutama dalam hal pelayanan publik dengan jalan mengoptimalkan
komunikasi melalui sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian perlu dilakukan
komunikasi pelayanan yang optimal dengan sesama pegawai agar tercipta
koordinasi yang baik serta komunikasi pelayanan dengan masyarakat melalui
peningkatan kapasitas aparat capacity building dalam pelayanan.

2. Pentingnya bagi Kantor KelurahanTalumoloKecamatan Dumbo Raya Kota
Gorontalo untuk menganggarkan perbaikan sarana prasarana serta fasilitas
dalam pelayanan publik. Hal ini karena sarana prasarana akan mendorong
warga semakin nyaman dalam menerima layanan dan aparat memiliki

semangat dalam bekerja memberikan pelayanan yang berkualitas.
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